BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN

Menimbang

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian
Dana Alokasi Umum Tahun 2016, Kabupaten Nganjuk
termasuk Daerah yang mengalami penundaan penyaluran
Dana Alokasi Umum Tahun 2016.

bahwa dengan adanya penundaan penyaluran Dana Alokasi
Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengakibatkan
penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Nganjuk mengalami
penurunan.

bahwa dengan adanya penurunan Dana Perimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, perhitungan Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2016 mengalami perubahan dari
semula Rp.115.828.353.326,- (seratus lima belas milyar
delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh
tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) berkurang menjadi
sebesar Rp.103,762.998.224,- (seratus tiga milyar tujuh ratus
enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan
ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, dengan
Peraturan Bupati.



Mengingat

—

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07 /2016 tentang
Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun
2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2016 Nomor 1);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



Menetapkan

Diundangkan di Nganjuk

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN, PEMBAGTIAN, PENYALURAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian,
Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2016 pada lampirannya diubah dan diganti sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Nopember 2016

BUPATI NGANJUK,
ttd

pada tanggal 14 Nopember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH TAUFIQURRAHMAN
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Pertanian Daerah
Kabupaten Nganjuk

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO

Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.
ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005




